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Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak 

yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974tentang perkawinan yang menyatakan:“Perkawinan hanya diizinkan 

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.Ketentuan 

ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan yang karena 

itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-

Undang Perkawinan.Berdasarkan uraian diatas, maka isu hukum yang akan dibahas 

dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah Kriminalisasi Tindakan 

Pemaksaan oleh Orang tua dalam Perkawinan dibawah umur. 2. Bagaimana 

pengaturan hukum yang ideal terhadap tindakan pemaksaan perkawinan dibawah 

umur yang dipaksakan oleh orang tua. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk 

menghasilkan argumentasi baru terkait dengan isu hukum yang dibahas, dengan 

menggunakan metode penarikan kesimpulan secara Deduktif.Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan dalam perkawinan di bawah 

umur perlu diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan landasan-

landasan, yakni: Pertama, Landasan Filosofis, Kedua, landasan sosiologis, Ketiga, 

Landasan Yuridis, Pengaturan Hukum yang ideal terhadap yang dipaksakan oleh 

orang tua. Ada Beberapa aspek penanganan perkawinan anak agar berjalan efektif, 

seperti aspek sosial budaya, agama dan adat istiadat, upaya pencegahan dapat 

dilakukan oleh orang tua, guru, keluarga,tokoh agama, tokoh adat dan lain-lain. 

 

Kata Kunci : Kriminalisasi, Tindakan Pemaksaan oleh orangtua, Perkawinan 

dibawah umur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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Child Marriage occurs in couples before reaching the age as referred to in Article 7 

paragraph (1) of Regulation No. 16 of 2019 concerning Amendments to Regulation 

No. 1 of 1974 concerning marriage, which states: “Marriage is permissible when 

the couples are or older than nineteen years old. This provision has made clear the 

age limitation in marriage for maintaining the health condition of the couples and 

their children. Based on the description, this study discusses the following legal 

issue: (1) Is parent’s coercive acts in child marriage a crime? 2. What is the idel 

legal regulation for parent forcing child marriage. This is a normative legal research 

method aiming at generating new arguments related to the legal issues discussed 

with the deductive method in drawing conclusions. The results showed that 

criminalization of parental coercive actions in child marriages needs to be regulated 

with philosophical, sociological, Juridicial foundations and also on the basis of ideal 

legal regulations against those imposed by parents. Some dimensions need 

consideration for an effective handling of child marriages, such as socio-culture, 

religion and custom. Furthermore, prevention efforts can be carried out by parents, 

teachers, families, religious leaders, traditional leaders and others. 

 

Keywords: Criminalization, Parental Coercion, Underage Marriage 
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A. Latar Belakang 

Setiap manusia dalam proses perkembangannyaiimeneruskan keturunannya 

membutuhkan pasanganihidup yang dapat memberikaniketurunan sesuai dengan 

apa yangiidiinginkannya, perkawinan adalahiijalan agar bisa mewujudkaniisuatu 

keluarga atau rumahiitangga bahagia dan kekaliiberdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, hal iniiidimaksudkan bahwa perkawinan ituiihendaknya berlangsung 

seumur hidup daniitidak boleh berakhir begituisaja, perkawinan padaiumumnya 

dilakukan olehiorang dewasa dengan tidakimemandang pada profesi, agama, suku 

bangsa, miskin atauikaya, tinggal di desaiatau di kota. 

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, maka 

dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan 

dari pihak manapun, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan 

masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Selain itu, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang 

suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan 

seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih 

mengasihi, tentram dan bahagia.1 

Landasan filosofis perkawinan, secara ontologisiperkawinan dapatidipahami 

daniidiketahui keberdaannya dariiiperjanjian dan ikatan batin yangiimenjalin dua 

makhluk yangibberbeda jenis, pria daniiwanita suatu ikatan batiniimerupakan 

 
1 Mohd. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam, Jakarta, Bumi Aksara, 

hlm. 2. 
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hubungan yangiitelah terjadi atau sesuatuiiyang tidak tampak , namun harusiada 

ikatan batin tersebutihanya dapat dirasakan olehiipihak-pihak yangiibersangkutan, 

oleh karena itu, ikatanibatin merupakan dasarifundamental dalam membentukidan 

membina keluargaiiatau rumahiitangga. Ikatan batiniah yang menjadiiipetunjuk 

otentikbagiibadanya perkawinan.2Secara epistemologi, perkawinan merupakan 

khazanah peradaban manusia yang pertumbuhan  atau perkembangannya secara 

langsung atau tidak langsung dilandasi oleh ilmu. Pelaksanaan perkawinan akan 

sulit dilakukan seandainya ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan tidak ada, 

tugas ilmu perkawinan adalah menjawab masalah-masalah sekitar perkawinan 

sehingga manusia dapat memperoleh kebenaran tentang nya. Dasar epistemologi 

perkawinan dapat dengan mudah dipahami melalui kajian nilai-nilai epistemik yang 

terkandung dalam pengertian perkawinan Islam yang menggariskan bahwa 

perkawinan merupakan salah satu dari sunnah rasulullah Muhammad SAW, arti 

sunah sendiri adalah laporan mengenai masalalu, khususnya laporan seputar 

perkataan, perbuatan dan persetujuan  diam yang ditunju (taqrir) oleh Nabi 

Muhammad SAW, laporan perkawinan dalah bentuk sunnah pada hakikatnya 

merupakan gambaran mengenai bagaimana keputusan dan cara pelaksanaan 

perkawinan Nabi Muhammad SAW di masa lampau yang telah terjadi. Kriteria 

yang diterapkan untukimenguji kebenaran laporanizaman silam itu adalahiseperti 

kriteria untukiimenguji kesaksian paraiisaksi si lembagaiipengadilan.Perkawinan 

dari aspekiiaksiologis adalah salah satuiinilai kehidupan yang bersifatimendasar, 

 
2Sjamsu Alam, 2011, Usia Perkawinan Dalam Perspektif filsafat hukum dan Kontribusinya 

Bagi Pengembangan Hukum Perkaiwnan Indonesia, Disertasi, Yogyakarta, Universitas Gadjah 

Mada, hlm. 7 
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oleh karenaiiitu, untuk membicarakan aspekiiaksiologis perkawinan, hal ituiitidak 

dapat dilepaskaniidari dimensi agama, etikaiidan estetika yang disandangiioleh 

perkawinan.3 

Perspektifibsosiologis, usia remajaibdapat dapat diartikan sebagaiiimasa 

berintegrasinya seseorangidengan masyarakat dewasa. Integrasiidalam masyarakat 

(dewasa) mempunyaiiibanyak aspek efektif, kurangiilebih berhubungan dengan 

masa puber, termasukiijuga perubahan intelektual yangiimencolok, transformasi 

intelektual yangibkhas dari cara berpikiribremaja memungkinkannyaibuntuk 

mencapaiiiintegrasi dalamiihubungan sosial orang dewasa yangiikenyataannya 

merupakaniicirri khas umum periodeiperkembangan, perkawinan sebagaiiisebuah 

institusi, dipandangidari perspektif sosiologisiadalah lembaga keluarga yangitidak 

hanya menjaminibkelangsungan hidup manusiatetapiibjuga menjaminibstabilitas 

sosial dan eksistensi yang bermartabat bagiipria dan wanita dalamimasyarakatnya. 

Oleh karenaiitu, lembaga perkawinaniyang dibangun oleh pasanganiyang secara 

psikologis belumiimemiliki kematangan, dapatiimenimbulkan disharmoniiidalam 

masyarakat, sepertiidapat dilihat pada fenomenaianak terlantar.4 

 

Perkawinan dibawah umurialah perkawinan belum mencapai umur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1) Undang-Undang perkawinan bahwa: 

“ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun”. 

 
3Ibid, hlm. 8. 
4Ibid, hlm. 18. 
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Ketentuan iniidiadakan ialah untuk menjagaikesehatan suami isteri daniketurunan 

yangkarena ituidipandang perlu diterangkanibatas umur untuk perkawinanidalam 

Undang-UndangiPerkawinan.5 

Bagi remaja, pemenuhan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi 

dilakukan dengan memperhatikan hak-hak mereka dalam memperoleh penerangan, 

kebebasan pribadi (privacy), kerahasiaan, seperti yang diamanatkan dalam 

konvensi hak-hak anak dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan. Program pendidikan bagi remaja, diarahkan pada kesadaran 

tentang kebutuhan spesifik remaja, misalnya, pendidikan dan informasi tentang 

gangguan kesehatan reproduksi dan infeksi menular seksual (IMS) yang bisa timbul 

akibat hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS.Bagi remaja sendiri, sudah saatnya 

untuk membangun sebuah organisasi remaja yang kuat dalam upaya mendesakkan 

terpenuhinya hak-hak reproduksi mereka. Adapun permasalahan yang akan 

dianalisis dalam kajian hukum ini sebagai adalah upaya apakah yang dapat 

dilakukan perempuan dalam meningkatkan pemahaman tentang kesehatan 

reproduksi bagi remaja.6 

Praktek perkawinanimdi bawah umur mengindikasikaninbahwa hukum 

perkawinan Indonesiaiinyaris seperti hukumiiyang “tak bergigi”, karenaiiterjadi 

pelanggaran hukumiiperkawinan tanpa dapatiiditegakkan secaraiihukum.Kondisi 

seperti iniinsesungguhnya tidak dapatibdilepaskan dari eksistensiibperaturan 

 
5CST. Kansil, 1989,Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai 

Pustaka, hlm. 230. 
6Iza Rumesten RS, 2011, Peran Perempuan Dalam Kesehatan Reproduksi Remaja,  jurnal 

ilmiah pusat studi wanita unsri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 117-118. 
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perundang-undanganiiperkawinan di Indonesia. Haliitersebut disebabkaniikarena 

dalamiUndang-UndangiNomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomorii1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KompilasiiiHukum 

Islam tidakimemuat sanksi yang dapatidikenakan terhadap perbuataniperkawinan 

dibawah umur, apalagiisanksi tersebut berupaipidana.7 

Perkawinan anak dibawahibumur tidak masuk dalamiblarangan dalam 

perkawinanibhukum adat.Hal ini menandakanibbahwasanya perkawinanibanak 

dibawah umur tidakidilarang atau dapat dilakukanidalam lingkup Hukum adatiitu 

sendiri, sehinggaidalam realitas yang tumbuhidalam masyrakat adat diiIndonesia 

masih terdapatiiperkawinan anak dibawahiiumur yang diakui olehiimasyarakat 

adat.Walaupunibpada prinsipnya setiap daerahiimemiliki adat istiadatiimasing-

masing sesuaiidengan karakteristik daerah-daerahitersebut namun secaraiuniversal 

atau sebagianibesar masyarakat adat yangiada di Indonesia mengakuiiatau tidak 

melarang adanyaiiperkawinan anak dibawahiiumur. Perkawinan anakiidibawah 

umur diartikan samaidengan perkawinan atauipernikahan dini.Secara umumiyang 

dimaksud denganiiperkawinan anak dibawahiiumur, yaitu merupakanibinstitusi 

agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam ikatan 

keluarga. Selanjutnya SarlitoWirawanSarwono mengartikan pernikahan dini  

 
7Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan 

atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6401. 
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adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat 

kuat, sebagai solusi alternative.8 

Perspektif hukum islam, bahwa aliqur’an secara tekstualitidak menyebutkan 

usiainikah, namun adaiayat yang dapat diindikasikan menunjukan itu, yakniiQS 

An-Nisa ayati6, ayat ini menetapkanibahwa umur kawinlah sebagaiimasa untuk 

menyerahkantanggung jawabimpemeliharaan harta kepadaimmereka dalam 

menunjukan umur nikahibdan sekaligus umur dewasaibdimaksud, ayatibini 

menggunakanikata kunci Rusyd, yangidalam tafsir DepartemeniAgama Republik 

Indonesia diartikan cerdas, ayatibini dijadikan dasar paraiiahli agama untuk 

menyatakan bahwaiiusia nikah bukan hanyaiisekedar akil baligh yangiiditandai 

dengan haid daniimimpi basah, tetapi harus sudahiidewasa.9Kepastian hukum 

dalam perkawinanisangat diperlukan, makaisuatu perkawinan adalahisah bilamana 

dilakukan menurutihukum masing-masing agamaiidan kepercayaan sertaiidicatat 

menurut perundang-undanganiyang berlaku, pengecualian dapatiterjadi bilamana 

dikehendaki olehimyang bersangkutan, sepanjangimhukum dan agama 

mengizinkannya. 

 Batas usiaiikawin yang lebih rendah padaiikenyataanya mengakibatkanlaju 

kelahiran yangiilebih tinggi jika dibandingiidengan batas usia kawiniiyanglebih 

tinggi. Pembatasanimnusia kawin iniinmmempunyai hubungan dengan 

masalahkependudukan. Untuk itulah, Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 

 
8Made Adriawan Restu Ningrat, 2018, Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau 

Dari Sudut Pandang Hukum, Lex Privatum,Vol. VI, No. 8, Oktober, hlm. 85. 
9 Supriyadi dan Yurkarnain Harahap, 2009, Perkawinan di bawah Umur Dalam 

Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam,  Mimbar hukum,  Vol. 21, No. 3, Oktober, 

Yogyakarta, Fakultas hukum universitas Gadjah Mada Yogyakarta,  hlm. 595-596. 



8 

 

 

 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingandan membatasi sekaligus 

sebagai syarat dari suatu perkawinan. Tetapi padaikenyataankehidupan sehari-hari 

masyarakatikurang menyadari akanipentingnyapembatasan usiaikawin yang 

ditentukaniidalam undang-undangiitersebut.Pembatasan ini mengandung maksud, 

bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa dan raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan.Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan 

meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk 

bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-isteri. 

Diperlukan jaminan hukum pelaksanaan perlindungan anak.kepastian hukum 

dalam upaya perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak 

diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ada terdapat dua aspek dalam 

pelaksanaan perlindungan anak yakni, Pertama, kebijakan dan perundang-

undangan perlindungananak. Kedua, pelaksanaan kebijakan peraturan-peraturan 

tersebut.10 

Ketentuan Pasal 26Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: 

1) Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 

b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan  kemampuan, bakat, dan 

minatnya; 

 
10Nashriana, 2008, UrgensiPengaturan MinimumAge ResponsibilityDalam Hukum 

PidanaAnak, SimburCahaya Nomor 36  Tahun XIII, Mei,  Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya, hlm. 712-713.  
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c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 

Anak. 

2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 

karena suatu  sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab  sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.11 

Secara terminologi konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum 

dalam Pasal 26 ayat 1 butir c sudah dijelaskan bahwa menjadi kewajiban orang tua 

atau keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia Anak. 

Gejala lain yang perlu diamati antara  lain bahwa pernikahan anak-anak yang 

menikah pada usia tersebut lebih menonjolkan kepentingan orang tua dibanding 

kepentingan anak itu sendiri. Kondisi seperti ini membuat anak tidak  mampu untuk 

mengambil keputusan sendiri. Hal ini sangat ironis karena seharusnya anak-anak 

dilindungi.Hal tersebut, merupakan bentuk perdagangan anak dan bisa mengarah 

kepada eksploitasi dan kekerasan ekonomi.Jika memang benar anak tersebut 

mengalami kekerasan seksual dan ekonomi. 

Peranan orangintua menjadi sangatibbesar karena budayaibPatriarki di 

masyarakat masihiikental sekali.12 Budaya iniiimenempatkan anak perempuaniidi 

 
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang  Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5606. 
12Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-

laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya. Budaya Patriarki yang 
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bawah kekuasaaniorang tua dan orangitua bisa berlaku seenaknya, sehinggaitidak 

jarang terdapat kejadianiidimana justru orang tuaiimemaksakan anaknyaiiuntuk 

menikah walaupuniisebenarnya usia merekaiimasih sangat dibawahiiumur,  lebih 

menyedihkan lagiiadalah sikap orang tua yangicenderung menelantarkan anaknya 

karena padaidasarnya mereka kesulitaniuntuk membimbing anak merekaisendiri. 

Perilaku atauiperbuatan yang dipilihnyaimerupakan bagian dariihak asasinya 

yang orangiilain tidak boleh memaksakaniikehendaknya, walaupun orangiblain  

menilai adaibhal yang lebihibbaik, maka halibitu sifatnya hanyamemberikan 

pertimbangan. Segalaikeputusan atas perbuatan ituiadalah di tanganpihak yang 

punya hak untukimenjalaninya, dan bukaniorang lain. Kebebasan dasar danihak-

hak dasariiitulah yang disebut hakiiasasi manusia yang melekatiipada manusia 

secara kodratiiisebagai anugerah Tuhan YangiMaha Esa.Hak-hak iniitidak dapat 

diingkari. Pengingkaranibterhadap hakibtersebut berartimengingkari martabat  

kemanusiaan. Oleh karenaibitu, negara, pemerintah, atauiborganisasi apapun 

mengemban kewajibaniiuntuk mengakui dan melindungiihakasasi manusia pada 

setiap manusia tanpaikecuali.Hal ini berarti bahwaihak asasimanusia harusiselalu 

menjadi titikitolak dan tujuan dalamipenyelenggaraan kehidupanibermasyarakat, 

berbangsa, danibbernegara (PenjelasanibUndang-undangNomor 39 Tahunib1999 

tentang Hak Asasi Manusia).Disebutkan di dalam bagian Kedua  tentang “Hak 

Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan” dalam Undang-UndangiiiNomor 39 

Tahun 1999 tentanginHak Asasi Manusia iiPasal 10 ayat (1) dan (2)  bahwa: 

 
mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan 

ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. 
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(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. 

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon 

suami dan calon isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan Undang-UndanginNomor 39 Tahun 1999intentang HakinAsasi 

Manusia menunjukkaniihal mendasar  tentangiihak asasi manusia, bahwaimanusia 

itu punyaihak kebebasan atau kemerdekaaniuntuk menentukan atauimemutuskan 

sendiri apa yangidianggapnya benar.13 

Kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan 

pentingnya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang 

tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum karena 

adanya kekhawatiran anak perempuan nya menjadi perawan tua, untuk itu maka 

tidak jarang pula para orang tua menempuh cara seperti perkawinan siri (nikah yang 

dilakukan secara agama Islam, tapi tidak dicatat pada pencatat nikah) atau 

perkawinan paksa maupun perkawinan dibawah umur yang jelas-jelas melanggar 

ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mencegah dan menghalang-

halangi suatu perkawinan adalah suatu usaha untuk menghindari adanya sebuah 

perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

 
13 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. 
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perkawinan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak baru masih 

akan melaksanakan atau baru tahap persiapan pelaksanaan.14Jadi yang dimaksud 

pencegahan perkawinan itu adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-

pihak tertentu untuk mencegah perkawinan yang tidak memenuhi syarat 

Perkawinan atas tindakan pemaksaan oleh orang tua terhadap anak dibawah umur. 

Selama periodeiiwaktu 2015-2018, kenaikan daniipenurunan prevalensiiidi 

level provinsiinbesarannya bervariasi. Terdapatimsebanyak 11 provinsiibyang 

mengalami peningkatanibprevalensi perempuan 20-24ibtahun yangibperkawinan 

pertamanya kurangiidari 18 tahun. Peningkataniiprevalensi tertinggi terdapatiidi 

Maluku Utara yaituisebesar 3,35 poin persen (10,01 menjadii13,36 persen). Disisi 

lain, prevalensiiiperempuan 20-24 tahun yangiperkawinan pertamanya kurangidari 

18 tahun diinKalimantan Selatan mengalamiinpenurunan yang terbesarinyaitu 

sebanyak 5,56 poiniipersen (23,19 ditahun 2015 menjadiii17,63 persen diiitahun 

2018), padaitahun 2018, provinsi denganiprevalensi tertinggi terdapatidi Sulawesi 

Barat. Hal iniikarena penurunan di provinsiiini tergolong lambatidari 21,37 persen 

di tahun 2015iimenjadi 19,43 persen diiitahun 2018. Seluruh provinsiiidi Pulau 

Sulawesi daniiKalimantan memiliki prevalensiiiperkawinan anak lebihiitinggi dari 

angka nasional.Prevalensiiiperkawinan anak di PulauiSulawesiBerkisariantara 14-

19ipersen.PrevalensitertinggiiidiProvinsiSulawesiiiBaratsebesar19,43iipersen,seda

ngkanyangiiterendahSulawesiSelataniisebesar14,10persen.Diiisisi 

lain,rentangprevalensiiiuntukPulauKalimantanlebihilebar,antara11,54perseniipada

 
14 Fitria Olivia, 2015, Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Jurnalica, Vol.12, No. 3, Desember, Jakarta, Fakultas 

Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 203. 
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Provinsi KalimantaniiTimur sampai 19,13 perseniiyaitu Provinsi Kalimantan 

Tengah.Di PulauiiSumatera, Provinsi denganiiprevalensitertinggi yaituiiBengkulu 

(14,33 persen)sedangkaninterendah Provinsi KepulauaninRiau(4,68 persen). 

Provinsi NTB memilikiiprevalensiperkawinanusia 

anakitertinggiuntukiiwilayahJawaBalidaniiNusaTenggarasebesarii15,48persen,seda

ngkaniiyangterendahadalahDKIiiJakarta.Lebihlanjut,untukwilayahMalukudaniiPap

ua,ProvinsiMalukuUtaraimemiliki 

prevalensiperkawinananakitertinggisebesar13,36persen,sedangkanProvinsiimnMal

uku prevalensinyaimnterendah sebesar 8,94 persen.15Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dipensasi kawin sepanjang januari-

Juni 2020. Dari jumlah tersebut 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah 

anak dibawah 18 tahun, jumlah permohonan dispensasi tersebut jauh lebih tinggi 

dibandingkan sepanjang tahun lalu sebanyak 23.700.16 

Perkawinan dibawah umur terjadi didalam kasus pembatalaniiperkawinan 

Nomor  : 0327/Pdt.G/2012/ PA.AGM, kasusiini bermula dariiPenggugat (suami) 

yang mengajukaninpembatalan perkawinan kepadainPengadilan AgamainArga 

Makmur, karena perkawinaniitersebut dilaksanakan atasiipaksaan daniidibawah 

ancaman dariiipihak orangtua Tergugat (isteri), karenaiipihak keluargaiiTergugat 

(isteri) bersikerasiimenikahkan Tergugat (isteri) tersebutidengan alasan Penggugat  

(suami) daniiTergugat (isteri) telah melakukaniihubungan suami isteriiisehingga 

 
15  Tim Penyusun, 2020, Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa 

Ditunda, Laporan BPS, UNICEF dan PUSKAPA, hlm. 10-11. 
16https://katadata.co.id/0/analisisdata/5ffcb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-

tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya,diakses pada hari senin, tanggal  22 Februari 2021,  

pukul: 19.00 WIB. 

https://katadata.co.id/0/analisisdata/5ffcb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan
https://katadata.co.id/0/analisisdata/5ffcb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan
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terjadilah perkawinaniiPenggugat (suami) daniiTergugat (isteri) dalamiikeadaan 

terpaksa jika tidakimenikahi Tergugat (isteri), Penggugat (suami) akanidilaporkan 

kepada pihak yangimbberwajib. Dalam putusanimnPengadilan Nomor  

0327/Pdt.G/2012/PA.AGM bahwaiipembatalan perkawinaniiakibat kawin paksa 

ternyata dalamiiduduk perkara tersebut keluargainPemohon (suami) menerima 

lamaran Termohon (isteri) dikarenakanidipaksa oleh orang tuaiiTermohon (isteri) 

dan menikahidalam keadaan tertekanidan dibawah ancaman.  

Maka berdasarkaniUndang-Undang No 1 Tahuni1974 Pasal 27 ayat 1idapat 

ditarik kesimpulaninbahwa Pembatalan perkawinaninbisa diajukaninapabila 

perkawinan tersebutiidilangsungkan dibawah ancamaniiyang melanggariihukum., 

tetapi berdasarkanidalil-dalil gugatan Penggugatiyang dikuatkan dengan alatibukti 

majelis Hakimiimenemukan fakta bahwaiipernikahan Penggugat denganiiTergugat 

terjadi karenaibdesakan dari pihak keluargaibdan Penggugat menikahibbelum 

memenuhi Undang-UndangiiNo 1 Tahun 1974iiPasal 7 ayat 1 danii2 bahwa 

perkawinan hanyaiidiizinkan jika Pria berusiaii19 tahun dan wanitaiiberusia 16 

tahun.17 

Perkawinan dibawah umur kembali mengundang perdebatan contoh kasus 

terbaru Pernikahan anak di Indonesia sebelumnya viral terjadi di kabupaten Tapin 

(2018), Kalimantan Selatan antara Zainal Arifin (14) dan ira (15) itu berlangsung 

di desa Tungkap, kecamatan Binuang, kabupaten Tapin selain itu juga, pernikahan 

 
17Henni Zein,Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan  Hakim 

Pengadilan  Agama Arga Makmur  Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 

0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM),Pengadilan Agama 

Argamakmur,hlm. 4. 
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anak di kabupaten Maros (2018) antara S (14) dan istrinya R (16) keduanya 

menikah setelah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka yang masih bersaudara 

kandung. Pernikahan dibawah umur  juga terjadi pada tahun 2019 di Kelurahan 

Ngulak, Kecamatan Sanga Desa, kabupaten Musi Banyuasin. Pada kamis 11 Juli 

2019 lalu kedua bocah tersebut warga asli kabupaten Muba dan diketahui baru 

berusia 14 tahun.18 Kemudian pernikahan yang jugamenggegerkan warga Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada (2020) pernikahan Suhaimin (16) dan 

Nur Herawati (12) keduanya menikah setelah saling mengenal selama empat hari, 

keduanya menikah setelah orang tua si pengantin perempuan meminta anaknya 

untuk dinikahkan dengan Suhaimin dengan alasan anak perempuannya dibawa 

keluar untuk jalan-jalan seharian dan pulang di waktu petang. Ayah Nur Herawati 

memandang kepulangan itu terlalu malam sehingga karena itu pernikahan harus 

segera  dilakukan, bagi warga yang kuat memegang adat, jika tidak segera menikah, 

nama baik sang gadis dan keluarganya akan tercoreng semua ini berinti pada 

pernikahan paksa digelar atas tuntutan adat.19 

Secara lebihibkhusus, perkawinan anakibmengingkari hak anakibuntuk 

memperolehiipendidikan, bermain, dan mencapaiiipotensi mereka secaraiioptimal 

karena dapatinmengganggu atau mengakhiriiimasa penting kehidupaniimereka 

sebagaiiianak-anak,Ketika hak-hakiimereka diakui dan tertuangiidalam Konvensi 

 
18https://www.google.com/amp/s/sumsel.inews.id/amp/berita/viral-pernikahan-

bocah-smp-dan-sd-di-kabupaten-musi-banyuasin-sumsel, diakses pada hari senin, pada 

tanggal  22 Februari 2021,  pukul: 19.30 WIB.  
 
19https://www.google.com/amp/s/regional.inews.id/amp/berita/cerita-abg-di-

lombok-tengah-dipaksa-menikah-pulang-kesorean-baru-kenal-4-hari, diakses pada hari 

senin, pada tanggal  22 Februari 2021,  pukul: 20.30 WIB.  
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Hak Anak.Anakiiyang menikah, baikiiperempuan maupunilaki-laki, dipaksaiuntuk 

mengambil tanggungimjawab orang dewasa danimmereka mungkinimbelum 

siap.Perkawinan anakiimembuat anak laki-laki lebihiiawal menjadi seorangiiayah 

dan dengan situasiiitu menambah tekanan untukimemenuhi kebutuhan keluarga, 

memotong masaipendidikan dan peluang kerjaimereka.20 

Penentuan umuriiseseorang sebagai ukuranincakap hukum sesuaiinyang 

ditetapkan olehiiperUndang-Undangan diibIndonesia bervariasi.Dalamiipasal 7 

Undang NomoriNomor 1 Tahunii1974 tentang perkawinan, syaratimendapat izin 

perkawinaninlaki-laki minimal 19intahun dan perempuanin16 tahun.Kemudian 

ditegaskaniidalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15iiayat (1). Sedangkan dalam 

Undang-UndangiiNomor  23 Tahun 2002 tentangiiPerlindungan Anakiidisebutkan 

pada pasal 1iiayat (1): Anak adalahiiseseorang yang belum berusiaii18 tahun. 

Termasuk anak yangimasih dalam kandunganidan Undang-undangiNo. 13 Tahun 

2003 tentangiiKetenagakerjaan pasal 26: Anakiadalah setiap orang yangiberumur di 

bawah 18 (delapanibelas) tahun. Sedangkan yangidimaksud dengan anakidalam 

Undang-UndanginNo. 4 Tahun 1979 tentanginKesejahteraan Anakinpasal 2 

disebutkan: Anak adalahiiseseorang yang belum mencapaiiiumur 21 (duaiipuluh 

satu) tahun daniibelum pernah kawin. Demikianiijuga dalamiiUndang-Undang 

Kependudukan bahwaiiuntuk memperoleh KartuiiTanda Penduduk (KTP) harus 

telah mencapaiiusia 17 tahun dan Undang-undangiiPemilu bahwa pesertaiPemilu 

ialah merekaiiyang telah mencapai usiaii17 tahun atau telahiimenikah, Undang-

Undang KewarganegaraaniiRepublik Indonesia Nomorii12 Tahun 2006iipasal 9 

 
20     Tim Penyusun, Op.Cit, hlm. 46 
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(poin a)  bahwaiuntuk menjadi Warga NegaraiRepublik Indonesia telahimencapai 

usia 18 tahuniatau telahimenikah.21 

Perubahan yangiiterjadi padaiiUndang-Undang (UU) PerkawinaniiiNomor 1  

tahun 1974 yangimenaikkan usia minimumimenikah untuk perempuanimenjadi 19 

tahun dapatibmembuka jalan bagi seluruhimpemangku kepentinganimuntuk 

melindungi seluruhianak perempuan dari perkawinanianak. Karena perubahaniini 

cukup baru, kemungkinanimakan memerlukan banyakimsosialisasi mengenai 

peraturan yangiiberubah.Implementasi perubahaniiusia nikah minimum iniiiperlu 

dipastikan.SelainiiUndang-Undang tersebut, jugaiidibutuhkan implementasi yang 

baik untukiiUndang-Undang PerlindunganiiAnak (Undang-UndanginNomor 23 

tahun 2002 yangiidirevisi sebagai Undang-UndangNomor 35iitahun 2014) yang 

mengatur 

bahwainorangtuaberkewajibanuntukinmencegahperkawinaninanak.Dispensasiuntu

kiiperkawinananak 

jugaiperludiperketatagarpenerapanikenaikanusiaminimumiiperkawinandapatsecara

iiefektifmenurunkan angkaiiperkawinan anak diIndonesia. PerubahaniUndang-

Undangmengaturibahwaseluruh dispensasi perkawinaniiyangdilangsungkan harus 

dapatinmendengarkankedua belahinpihak yang akaniidinikahkan.Perlu 

diingatiibahwa meningkatkan batasiusiaperkawinan dan memperketatiiaturan 

terkaitdispensasiiipernikahan, meskiiipositif, jugaberisiko menyembunyikan 

 
21 Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, 2012,Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan 

Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.4, No. 1, 

Juli, STAIN Tulungagung dan Kementerian Agama Kabupaten Buton,hlm. 50. 
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perkawinanimanakkarena pelaranganimmenikah di bawah umurdapat 

meningkatkaniipernikahan tidak tercatatsepertiikawin siri.Pemerintah juga 

membuatpencegahan perkawinan anak prioritas di dalam RPJMN 2020-2024 dan 

sedangmenyusun strategi nasional untuk dapatmembuat penurunan prevalensi 

perkawinananak.22 

Ketentuan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan 

Seksual pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2): 

(1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual. 

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Pelecehaniseksual;  

b. Eksploitasiiseksual; 

c. Pemaksaanikontrasepsi; 

d. Pemaksaaniaborsi; 

e. Perkosaan; 

f. Pemaksaaniperkawinan; 

g. Pemaksaanipelacuran; 

h. Perbudakaniseksual; dan/atau 

i. Penyiksaaniseksual. 

Ketentuan Pasal 17 RancanganiiUndang-Undang tentanginPenghapusan 

KekerasaniSeksual juga menyatakan: 

 
22Tim Penyusun, Op.Cit, hlm. 50 
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“Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) 

huruf f adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk 

menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan tipu 

muslihat, rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga 

seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk 

melakukan perkawinan”. 

Pengaturan mengenai perkawinan anak dibawah umur harus kembali 

mengacu kepadaiihukum positif yang mempunyaiikedudukan hukum lebihitinggi 

daripada hukumilainnya yang secara tidakilangsung tumbuh dan berkembangidi 

masyarakat. 

Eksistensi hukumipidana pada dasarnya dapatidilihat dari tigaisegi.Pertama, 

hukum pidanaiiyang berlaku sekarangiiatau hukum pidana yangiiharus diterapkan 

oleh pengadilanimatau hukum pidanainsebagai ius constitutum  danimius 

operandum.Kedua, hukuminpidana yang benar-benarinditerapkan untuk suatu 

perbuatan konkrit, atauiihukum pidana sebagaiihukum yang berlaku sekarang (ius 

operandum).Ketiga,hukumipidana yang dicita-citakaniatau hukum pidanaisebagai 

(iusiconstituendum).23 

Berdasarkan yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji makaiipenulis 

merasa perluinuntuk melakukan kajianiihukum yang lebih mendalamiiterhadap 

perkawinan dibawahiiumur dan terhadap kebijakaniihukum yang akaniditerapkan 

mengenaiiipenerapan hukum kedepannya dalam bentuk penelitianhukum yang 

 
23Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, Op.Cit, hlm.599 
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berjudul “KriminalisasiTindakan Pemaksaan Oleh Orang Tua Dalam 

Perkawinan Di Bawah Umur”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, rumusaniimasalah yang 

dibahas sehubunganihal di atas adalah sebagaiiberikut: 

A. Apakah kriminalisasi tindakan pemaksaan oleh orang tua dalamiperkawinan 

di bawahiumur? 

B. Bagaimanaiipengaturan hukum yang ideal terhadap tindakan pemaksaan 

perkawinan dibawah umur yang dipaksakan oleh orang tua? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. TujuaniPenelitian 

a. Untuk menjelaskan dan menganalisiskriminalisasitindakan pemaksaan 

oleh orang tuadalam perkawinan di bawah umur. 

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum yang ideal 

terhadaptindakan pemaksaan perkawinan dibawah umur yang 

dipaksakan oleh orang tua. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitianinini diharapkan bermanfaat untuk kepentinganibteoritis dan 

kepentinganipraktis, yakni: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum 

pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang tindakan pemaksaan oleh 

orang tua terhadap perkawinan dibawah umur di masyarakat dan 
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pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat 

ini berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap tindakan 

pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur. 

2. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan 

kriminalisasi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan 

sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi 

dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan pemaksaan oleh orang 

tua dalam perkawinan dibawah umur di Indonesia. Dengan pendekatan 

kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek 

lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan 

menghasilkan suatu kebijakan kriminalisasi yang dapat menjangkau 

perkembangan bentuk tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam 

perkawinan dibawah umur, dalam rangka pembaharuan hukum pidana. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang bahwa permasalahan yang 

terjadi terkait peranan pemerintah terdapat dalam membuat suatu kebijakan 

kriminalisasi terdapat 3 tahapan yakni, pada tahap kebijakan formulasi (Legislator) 

merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi 

penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasiidan eksekusi, 

bahwaiiadanya tahap formulasiiimenunjukan bahwa upayaiipencegahan dan 

penanggulanganiikejahatan juga menjadiiitugas dan kewajiban dariinpara pembuat 

hukum, bukanihanya tugas aparatipenegak/penerap hukumiapalagi tahap formulasi 

iniivmerupakan tahap yangiipaling strategis, karena adanyaiikesalahan pada tahap 
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ini akaniisangat menghambat upayaiipencegahan daniipenanggulangan pada 

tahapinaplikasi dan eksekusi sertainproses pembaharuan hukumindimasa 

mendatang, kemudianimbesarnya peranan orangimtua selaku orang yang 

bertanggungjawab dan terlibat dalam perkawinan dibawah umur menjadi fokus 

penelitian. 

E. Kerangka Teoritis 

Pada suatu penelitian diperlukan pengurutan teori yang akan digunakan 

secara sistematis mulai dari Grand theory, Middle Range theory dan Applied 

theory. 

1. Grand theory  

A. Teori keadilan 

Penelitian ini penulis menggunakan Teori Keadilansebagai Grand Theory, 

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap 

problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan 

dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatubentuk 

peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan  

pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan 

sebaliknya hukum itu tidak adil.24Berbagai macam teori mengenai keadilan dan 

masyarakat yang adil.Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang 

kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.Aristoteles memandang keadilan sebagai 

suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.Aristoteles membedakan 

 
24 A. Hamid S. Attamimi, 2007, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan 

Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 34. 
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hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan 

manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami 

bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. 

 Kesamaaniproposional memberi tiapiorang apa yang menjadi haknyaisesuai 

dengan kemampuanidan prestasi yang telahidilakukannya.25 

Teori Keadilanimenurut Aristoteles membagiikeadilan menjadi tigaiyaitu:26 

a.   KeadilaniiLegal, yaitu perlakuan yangiisama terhadap semua orangiisesuai 

dengan hukumiiyang berlaku. Ituiberarti semua orang harusidilindungi dan 

tunduk padaihukum yang ada secaraitanpa pandang bulu;  

b.   KeadilaniiKomutatif, mengatur hubunganiyang adil antara orangiyang satu 

dan yan lainiiiatau antara warganegara yangiisatu dengan wargaiinegara 

lainnya.  eadilanikomutatif menyangkut hubunganihorizontal antara warga 

yang satuidengan warga yangilain;  

c.   KeadilaninDistributif, keadilan berkaitanindengan masyarakat, daninsuatu  

distribusi yangiadil adalah distribusi yang diiidalamnya ada proporsi antara 

hal-hal yangiididistribusikan dengan orangiiyang menjadi sasaranidistribusi 

itu.28 

 
25 Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cetakan VIII, 

Yogyakarta, Kanisius, hlm. 196. 
26 L.J. Van Apeldoorn, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta,  Pradnya Paramita, 

cetakankedua puluh enam, hlm. 11-12. 
28Aristoteles, 2016, Politik, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, 

Yogyakarta, Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123. 
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Teori Keadilan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai keadilan 

untuk melihat dan menganalisis kebijakan kriminalisasi terkaittindakan pemaksaan 

oleh orang tua terhadap hak anak dalam perkawinan. 

B.   Teori Hak Asasi Manusia 

Penelitian ini penulis menggunakan Teori Hak Asasi Manusia sebagai Grand 

TheoryHak asasi padaihakikatnya adalah seperangkatiketentuan atau aturan 

untukiimelindungi warga negaraidari kemungkinan penindasan, pemasunganidan 

atau pembatasaniruang gerak warga negara olehiinegara Artinya adaipembatasan-

pembatasan tertentuiiyang diberlakukan pada negaraiagar hak warga negaraiyang 

paling hakiki terlindungiiidari kesewenangan kekuasaan. SedangkaniiBaharudin 

Lopa mengartikaniHAM sebagai : 

“Hak-hakiiyang diberikan langsungiioleh Tuhan Yang Maha Pencipta (Hak-hak 

yang bersifat kodrati)”.29 

Menurut ScootiiDavidson, “HAM atau the right of man, pada mulanya 

adalah produk mazhab hukum kodrati”. Pandangan mengenaiiihukum kodrati 

mempostulatkan bahwaiteori ini merupakan bagianihukum Tuhan yangisempurna 

yang dapat diketahuiiimelalui penggunaan nalariimanusia. Sebagian isiinfilsafat 

hukum kodrati yangiiterdahulu adalah ide bahwaiimasing-masing orangiidalam 

kehidupan ditentukaniioleh Tuhan, sehingga  semuaiiorang tunduk padaiotoritas 

Tuhan. Denganiidemikian, dapat dinyatakaniibahwa bukan hanya kekuasaaniiraja 

 
29Firdaus Arifin, 2019, Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan  Pengaturan, 

Cetakan I, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 2 
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yang dibatasi olehinaturan-aturan ilahiah, tetapi jugainbahwa semua manusia 

dianugerahi identitasiindividu yang unik, yang terpisahidari negara.30 

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijadikan sebagai 

unsur utama negara hukum merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini 

berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan maka perlindungan 

merupakan jaminan kalau harkat dan martabat manusia memperoleh tempat yang 

layak di depan hukum dan pemerintah, dan dalam posisi ini manusia manusia  

merupakan subjek yang mendapat jaminan perlindungan hak-hak kemanusiannya.  

Berbagai studi menunjukan bahwa banyak negara yang melakukan pelanggaran hak 

asasi manuasia dan kebebasan sipil warganya secara rutin ketimbang Negara yang 

melindungi hak-hak tersebut secara efektif.Selanjutnya padahal Pasal 28 I ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak bebas dari 

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.Sedangkan dalam 

ayat (4) disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak 

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.31 

Teori ini dikaitkan dengan perkawinan dibawah umur yakni bahwa pada 

dasarnya manusia terutama anak mempunyai hak asasi manusia yang dibawa sejak 

lahir dari tuhan dan memiliki hak untuk meneruskan hidup dan keturunan dengan 

perkawinan tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun termasuk orang tua. 

 
30Ibid. hlm. 4 
31 Suci Flambonita, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan 

Di Bidang Ketenagakerjaan, Simbur Cahaya jilid 24, Agustus, Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya, hlm. 4406. 
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C. Teori Pembuktian 

Penelitian ini penulis menggunakan Teori Pembuktian sebagai Grand 

TheoryPembuktian secaraiibahasa (terminologi), menurut kamusiiBesar Bahasa 

Indonesia adalahinsuatu proses perbuatan, caraimmembuktian, suatu usaha 

menentukan benariatau salahnya si terdakwa diidalam sidangipengadilan.32Dalam 

hal ini pembuktianiimerupakan salah satu unsuriyang penting dalam hukumiacara 

pidana.dimanainmenentukan antara bersalahinatau tidaknya seorangibterdakwa 

didalam persidangan. MenurutinMartiman Prodjohamidjojo, bahwaiipembuktian 

adalah mengandungimaksud dan usaha untukimenyatakan kebenaran adalahisuatu 

peristiwa, sehinggaindapat diterima oleh akalibterhadap kebenaranibperistiwa 

tersebut. Dalam hukumiiacara pidana, acara pembuktianiiadalah dalam rangka 

mencari kebenaranibmateriil dan KUHAP yangibmenetapkan tahapan dalam 

mencari kebenaranisejati yaitu melalui:  

a.Penyidikani 

b.Penuntutani 

c.Pemeriksaanidi persidangan  

d.Pelaksanaan, pengamatan, danipengawasan  

Sehingga acarainpembuktian hanyalah merupakaninsalah satu fase atau 

prosedur  dalaminpelaksanaan hukum acaraibpidana secara keseluruhan. Yang 

sebagaimana diaturididalam KUHAP.33 

 
32 Http:// KBBI.web.id/arti atau  makna pembuktian, diakses pada hari senin, pada 

tanggal  22 Februari 2021,  pukul: 20.00 WIB. 

 
33Martiman Prodjohamidjojo, 1983,  Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti,  

Jakarta, Ghalia, hlm. 12.  
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Kekuatan pembuktianidalam hukum acara pidanaiterletak didalam Pasali183 

Undang-undanginNomor 8 Tahun 1981 tentangiiHukum Acara Pidana, yang 

berbunyi‚hakimiitidak boleh menjatuhkan pidanaikepada sesorang kecualiiapabila 

dengan sekurang-kurangnyaiidua alat bukti yang sahiiia memperolehiikeyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya.  

Teori ini dikaitkan dengan kebijakan kriminalisasi tindakan pemaksaan oleh 

orang tua dalam perkawinan dibaawah umur bahwa Berdasarkaninketentuan 

tersebut bahwaiiseorang hakim dalam memutuskaniisuatu perkara pidana harus 

berdasarkan minimalidua alat bukti yang sah.Apabilaisebaliknya maka terdakwa 

tidak dapat diijatuhi hukuman atasitindakannya. 

2. Middle RangeiTheory 

Dalam penelitianinini penulis menggunakanibTeori Penegakan Hukum, 

sebagai Middle RangeTheory, Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, 

inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan 

sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum 

sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut 

pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi 
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mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara 

hukum dan moral.34 

Masalah pokokiidan pada penegakiihukum (law enforcement) terletakipada 

faktor-faktorimyang mempengaruhinya, yangimmana faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yanginetral sehingga dampakipositif atau negatifnya terletakipada 

isi faktor-faktoritersebut, antara lainiadalah : 

a.  Faktorihukumnya sendiri;  

Faktorinpenegak hukum, yakni faktoriiyang membentuk maupuniiyang 

menerapkanihukum;  

c. Faktor saranaiatau fasilitas yangimendukung penegakanihukum;  

d. Faktorimasyarakat, yakni lingkunganidimana hukum tersebut berlakuiatau 

diterapkan;  

e. Faktorinkebudayaan, yakni sebagaiibhasil karya cipta dan rasaibyang 

didasarkan padaikarsa manusia, di dalam pergaulanihidup.35 

Teori Penegakan Hukumiiadalah teori yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan mengenai kebijakan kriminalisasi hukum terhadap tindakan 

pemaksaan oleh orangitua dalam perkawinan di bawahiumur dalam hal penegakan 

hukum di masa yang akan datang. 

3. Applied Theory  

a. Teori Perlindungan Hukum  

 
34 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5 
35Ibid, hlm. 8 
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Teori perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hukum yang sifatnyamelindungi 

dan/atau memberi pertolongan terhadap orang/badan yang sedang mengalami 

masalah hukum.36 

 Dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum terhadap tindakan pemaksaan 

oleh orang tua dalam perkawinan dibawah umur, teori ini dapat dimaksudkan 

sebagai usaha yang rasional yang merupakanibagian dari upaya perlindunganianak 

dalam mewujudkaniikesejahteraan dan hak anak.Berdasarkaniipada teori diiiatas, 

maka usaha perlindungan hukum terhadap tindakan pemaksaan oleh orang tua 

dalam perkawinan dibawahiiumur dapat dilakukaniidengan menggunakan sarana 

penal maupuninon-penal. 

b. Teori Kebijakan HukumiPidana 

Teori Kebijakan Kriminal (PenaliiiPolicy),Istilah kebijakaniidiambil dari istilah 

policy (Inggris) atauiipolitiek (Belanda). Kebijakaniiformulasi dapatiidiidentikkan 

dengan kebijakan dalamimerumuskan peraturaniperundang-undangan.37 

 Sudarto juga menyatakan, "bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum 

pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna.”38 

Kebijakanibpenanggulangan kejahatan dapatibdisederhanakan melaluiibdua 

cara. Pertama, kebijakanipenal (penal policy) yangibiasa disebutidengan “criminal 

 
36Yudhi Setiawan, et.al, 2017, Hukum Administrasi Pemerintah (Teori dan Praktik), 

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 209. 
37 Dardji Darmodihardjo, 2002, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana 

Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 157. 
38Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm. 19. 
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law application.” Kedua, kebijakaniinonpenal (non-penalipolicy) yang terdiriidari 

“prevention wit hout punishment” dan “influencing views of society on crime and 

punishment (mass media).” “Pada dasarnya penal policy lebih menitikberatkan 

pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non 

penalpolicy lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu 

tindak pidana.Kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial terutama 

untuk kesejahteraan anak.” 

“Dikaitkan dengan perkawinan dibawah umur, kebijakan kriminal disini 

dapat dimaksudkan sebagai usaha dalam menanggulangi tindakan pemaksaan oleh 

orang tua dalam perkawinan dibawah umur pada dasarnya merupakan bagian dari 

upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak.Berdasarkan pada 

pemikiran di atas, maka usaha tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakansarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum 

pidana).” 

F. Kerangka Konseptual 

1. Kriminalisasi 

Kriminalisasimenurut Sudarto adalah Penetapan suatuiiperbuatan yang 

awalnya bukan merupakan tindakipidana menjadi tindakipidana. 

“Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya 

penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif) 

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) 

3. Tahap eksekutif (kebijakan eksekutif/administratif)” 
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“Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam 

proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi 

dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukan bahwa upaya pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat 

hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum.Apalagi tahap formulasi 

ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap ini 

akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap 

aplikasi dan eksekusi.” 

2. Tindakan pemaksaan perkawinan oleh orang tua 

Tindakanimpemaksaan merupakan salahimsatu jenis perbuatanimyang 

mengakibatkan orangiilain menjalani suatu kegiataniiyang tidak sesuai dengan 

kehendaknya, bertentanganidengan keinginannya atau hanyaiterpaksa  mengikuti 

keinginan yang bukanimerupakan keinginannyaisendiri. 

“Kasus-kasus yang seringkali terjadi di tengah masyarakat dalam bentuk 

pemaksaan  perkawinan sebagaimana berikut; 

a)   Tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur karena 

adanya beberapa alasan seperti takut kelak anaknya kesulitan menemukan 

jodoh yang tepat, takut anaknya jadi perawan tua, takut kalau kelak anaknya 

akan terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial 

seperti terjerumus dalam perzinaan, dan takut kelak anaknya memilih jodoh  

yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua atau sesuai dengan tingkat dan 

martabat  orang tuanya. 
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 b)   Pemaksaan perkawinan karena orang tua sudah tidak punya biaya untuk 

menghidupi dan menyekolahkan anak gadisnya, sedangkan di sisi lain orang 

tua merasa sudah  menemukan jodoh yang tepat untuk anaknya  yang 

dianggap kelak secara ekonomi cukup mampu untuk menghidupi anak 

gadisnya.39” 

3. Perkawinan dibawah umur 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas  

Undang-UndangiNomor 1 Tahun 1974itentang perkawinanipasal 1: 

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

“Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1dalam Undang 

Undang Perkawinan tersebut SoetojoPrawiroharmijojo menyatakan bahwa terdapat 

5 (lima) unsur dalam definisi perkawinan yaitu:  

a. Ikatan lahir dan batin  

Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya denganikatan batin saja atau 

ikatan lahir saja, tetapi kedua-duanya harus terpadu erat , suatu ikatan lahir 

merupakanikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanyahubungan 

hukum antara seorang pria dengan seorangwanita untuk hidup bersama 

sebagai suami isteri, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang 

 
39Muzakki, Kedudukan Kawin Paksa dalam Kajian Islam dan HAM, Malang, 

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 6. 
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tidakkelihatan. Dengan terjadinya ikatan lahir dan batinmerupakan fondasi 

yang kuat dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. 

b. Antara seorang pria dan wanita  

Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukanantara seorang pria dan 

wanita, dengan demikianhubungan perkawinan selain antara seorang pria 

dandengan seorang wanita tidak mungkin terjadi. 

c. Sebagai suami istri  

Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami 

istri, apabila ikatan merekadidasarkan pada suatu hukum perkawinan yang 

sah.Suatuikatan perkawinan dikatakan sah, apabila telahmemenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan dalamundang-undang, baik syarat intern maupun 

ekstern. 

d. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yangbahagia dan kekal   

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah,ibu serta anak-anaknya 

merupakan sendi dasar susunanmasyarakat Indonesia. Dalam membentuk 

keluarga yangbahagia, diharapkan kekal dalam perkawinan untuk selama-

lamanya ,  kecuali karena kematian salah satupihak.  

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, pada sila pertama yaitu 

Ketuhanan Yang Maha Esa,maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur 
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lahiratau jasmani saja, tetapi unsur batin atau rohani jugamempunyai unsur 

yang penting.40” 

“Perkawinan juga dapat diartikan sebagai cara hidup bersama dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhisyarat-syarat tertentu. Perkawinan 

yang dimaksud disini ialahperkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku 

mengenai suatu hidup bersama antara laki-laki dengan seorang 

perempuan.Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagiadan 

kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslahberlangsung seumur hidup 

dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari pada 

kematian diberikan suatupembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan 

yangberbentuk perceraian hidupakan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain 

tidak bisa ditempuh lagi.” 

“Perkawinan anak di bawah umur dapat terjadi karena orang tua memiliki 

keterlibatan yang besar.Perbuatan yang dilakukan oleh orang tuadalam 

mengawinkan anak di bawah umur merupakan sebuah permasalahanhukum yang 

dalam pengaturannya terjadi pengaturan yang berbeda.Apabila kita melihat dari 

hukum positif di Indonesia maka sebenarnya perbuatan mengawinkan anak 

dibawah umur merupakan suatu perbuatan yangmelanggar hukum atau dapat 

dikatakan illegal secara hukum.Banyak sekaliperundang-undangan yang 

menentang terjadinya perkawinan anak di bawahumur.Selain mencegah terjadinya 

perkawinan anak di bawah umur makaperundang-undangan yang ada juga 

 
40 Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, Pluralisme dalam Perundang-Undangan 

Perkawinan di Indonesia, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 34-38. 
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memberikan perlindungan terhadapanak. Adapun perundang-undangan tersebut 

antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.” 

Sedangkanidi sisi lain berlaku pulaihukum agama dalamihal inihukum Islam 

yang seringindijadikan tameng oleh parainpihak gunamelegalkan terjadinya 

perkawinan dibawahiumur.  

“Perbuatan mengawinkan anak dibawah umur tentu tidak terjadibegitu saja 

tetapi perlu juga dilakukan penelitian mengenai faktor-faktorpendorong apa saja 

yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur.  Orang tua yang 

dengan sengaja membiarkan dan berupayameraih keuntungan dalam sebuah 

perkawinan anak di bawah umur dapatdikategorikan pula sebagai tindak pidana , 

oleh karena itu penulis jugamencoba meneliti mengenai sudut pandang hukum 

pidana dalam perkara perkawinan anak di bawah umur, bagaimana pengaturannya 

serta sanksipidana apa yang bisa dijatuhkan bagi orang tua yang memiliki 

keterlibatandalam perbuatan mengawinkan anak di bawah umur sehingga 

dapatdipidana untuk memberikan kepastian hukum. Pemberian sanksi pidana 

terhadap orang tua yang terlibat dalamperkawinan anak di bawah umur merupakan 

upaya untuk mewujudkankepastian hukum di Indonesia, selain itu tentulah 

pengaturan mengenai  perkawinan anak dibawah umur harus kembali mengacu 
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kepada hukumpositif yang mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi daripada 

hukum lainnya yang secara tidak langsung tumbuh dan berkembang di masyarakat. 

Hal ini juga mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat Indonesia harus tunduk 

pada hukum positif di negara ini.” 

G. Metode Penelitian 

1. JenisiPenelitian   

 Jenisiipenelitian ini adalah penelitianiinormatif, penelitian iniiimerupakan 

penelitianinyang menggambarkan, menjelaskan, menganalisisinsubstansi hukum 

yang berkaitan dengan tindakan pemaksaan oleh orang tua dalam perkawinan 

dibawah umur, baik hukum positif yang berlaku sekarang (ius constitutum) maupun 

hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). 

 “Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur 

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan 

hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun 

berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.41” 

2. Pendekatan Penelitian 

“Pendekatan yang digunakan adalahmelakukan pendekatan terhadap isu 

hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada 

hubungannya dengan isu hukum (legal issue) yang diteliti. Adapun pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah: 

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (Statue approach) 

 
41Jonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, 

Bayumedia, hlm. 47. 
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Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.42Pendekatan bagi penelitian untuk kegiatan praktis maupun 

akademis. 

b. Pendekatan Kasus(Case Approach) 

Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam 

penelitian hukum normatif  yang peneliti mencoba membangun argumentasi 

hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus 

tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di 

lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk 

mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap suatu peristiwa 

hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.Pendekatan ini 

dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan 

isu yang dihadapi.43 

c. Pendekatan yang akan datang (Futuristic Approach) 

merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum dimasa 

depan (futuristic) sehingga diperlukan metode penelitian sosial atau metode 

penelitiansocio legal. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan hukum 

yang ideal di masa yang akan datang khususnya dalam upaya perlindungan 

hukum  dari tindakan pemaksaan orang tua dalam perkawinan anak dibawah 

 
42 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada 

Media Group, hlm. 93. 
43C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 

ke-20, Bandung, Alumni, cetakan ke-2, hlm. 139. 
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umur serta mengenai pertanggungjawaban orang tua atas hak-hak anak 

khusunya dalam perkawinan. Dengan demikian kegiatan yang seperti ini 

merupakan kegiatan yang interdisipliner.” 

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan hukum 

Jenis dan Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan 

atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang 

berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.44 

a. Bahaniihukum primer, bahan hukumiiprimer yang diperolehiimelalui 

perundangan-undangan seperti: 

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886). 

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang  Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5606). 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahaniatas  

Undang-UndanginNomor 1 Tahunib1974 tentang perkawinan 

 
44  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif 

dan Empirisi,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34. 
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(Lembaran NegaraiRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomori186. 

Tambahan LembaraniNegara Republik IndonesiaiNomor 6401). 

b. “Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi 

penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya 

ilmiah, literatur- literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini.” 

c.  “Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan skunder antara lain kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang berhubungan 

dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutahir.” 

2. Data Sekunder merupakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari 

hasil penelitian yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam 

masyarakat.45Percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk 

memperolehininformasi dari informan.Wawancaraindilakukan secara 

terbuka denganimenggunakan daftaripertanyaan dari sumber dan data 

terbanyak dari berbagai kota maka penelitian akan dilakukan di kota 

Bengkulu. 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknikimpengumpulan data dalam penelitianimini menggunakan Data 

Kepustakaan (libraryiresearch) dan penelitian perundang-undangan (statue 

approach).Data kepustakaan ini adalah Datayang diperoleh melalui 

 
45Ibid. hlm.156. 
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penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-

buku.Dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.46 

5.   Teknik Analisis Bahan Hukum: 

Deskriptif Analitis adalah analisis data yang digunakan dengan metode 

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.Deskriptif tersebut, 

meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.47 

 

 

6.  Teknik Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.48Maka dari itu kesimpulan  

penulisan ini yakni lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian 

yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukan jawaban rumusan 

masalah dengan lebih jelas dan menarik kesimpulan secara deduktif, proses 

pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang 

bersifat khusus.49 

 

 

 
46  Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.  
47Ibid. hlm. 107. 
48Ibid. hlm. 177. 
49 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar 

Maju, hlm. 35. 
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